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BAB I 

GAMBARAN UMUM  

RANCANGAN AKSI PERUBAHAN  

BAB I PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 

 

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala 

Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah 

Sistematis Lengkap salah satu point yang mendasar adalah upaya peningkatan 

dan perbaikan kualitas bidang tanah terdaftar terpetakan (KW1-KW3), 

peningkatan kualitas bidang tanah terdaftar belum terpetakan KW4 - KW6, serta 

pemetaan bidang tanah belum terdaftar. 

Kegiatan peningkatan kualitas data merupakan proses perbaikan dan 

penataan kembali bidang tanah yang telah terdaftar dan bersertipikat. Kegiatan 

peningkatan kualitas data spasial dan data yuridis/ tekstual sangat berkaitan 

erat. Indikator peningkatan kualitas data meliputi keberadaan data (peta, GS/SU 

baik tekstual dan spasial, dan buku tanah). Dalam pelaksanaan kegiatan 

peningkatan kualitas data dalam kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis 

Lengkap terdapat beberapa tahapan, yaitu: 

1. Identifikasi ketersedian Buku Tanah, Surat Ukur, PBT, Gambar Ukur 

serta Peta Pendaftaran; 

2. Melakukan identifikasi jumlah KW 1,2,3 serta KW 4,5,6 pada Dokumen 

Buku Tanah; 

3. Menyiapkan peta kerja atau peta blok sebagai acuan dalam 

pengambilan data di lapangan. 

 Pada tahap peningkatan kualitas data bidang tanah juga perlu dilakukan 

identifikasi dalam berbagai aspek yang meliputi kelengkapan, konsistensi logis, 

akurasi posisi, akurasi waktu, kegunaan dan akurasi tematik. 

Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan berdasarkan data pada 

Portal Pintasan KKP sebanyak 57 Desa siap menuju Desa Lengkap dengan 

kualitas data mencapai 120.000 jumlah bidang tanah, beberapa penyebab 

rendahnya kualitas data atau masalah yang ditemui dapat diidentifikasi sebagai 

berikut : 

1) Bidang Tanah Belum Terpetakan pada KKP, hal ini disebakan oleh kondisi 

sertipikat tidak memiliki Gambar Situasi (GS) atau Gambar Ukur (GU), 

Surat Ukur, Peta Bidang;  

2) Bidang tanah terpetakan tetapi pada posisi/letak/koordinat tidak tepat. 

Penyebabnya adalah kesalahan dalam proses pemetaan (Zona TM3 

berbeda), kesalahan proses migrasi data analog ke digital, human eror, dll. 

bentuk, luas, dan informasi bidang tanah tersebut; 

3) Bidang tanah terpetakan tetapi diyakini tidak sesuai pemetaannya atau data 

anomali, hal ini disebabkan oleh : 
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- Bentuk bidang tanah tidak sesuai dengan topografinya;  

- Bentuk bidang tanah tidak sesuai Surat Ukur (melihat bidang tanah 

pada Surat Ukur yang terupload dengan bidang tanah di KKP);  

B. Area Masalah 

Kegiatan Peningkatan Kualitas Data melalui kegiatan Pendaftaran Tanah 

Sistematis Lengkap merupakan tanggung jawab dan kewajiban segala unit dalam 

Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan. Dibutuhkan dukungan dan 

kolaborasi antar unit guna mensukseskan peningkatan kualitas data sesuai visi 

dan misi Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional 

dengan mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ 

Badan Pertanahan Nasional tahun 2020-2024 yaitu dengan Visi Kementerian 

Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional yaitu “Terwujudnya 

Penataan Ruang dan Pengelolaan Pertanahan yang terpercaya dan Berstandar 

Dunia dan melayani masyarakat untuk mendukung tercapainya Indonesia maju 

yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong”. 

Berdasarkan hal tersebut di atas perlu upaya yang lebih keras dan tepat 

dalam mendukung kegiatan peningkatan kualitas data, namun dalam 

pelaksanaan nya ditemukan beberapa kendala dalam peningkatan kualitas data 

utamanya lokasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kantor Pertanahan 

Kabupaten Konawe Selatan, berikut permasalahan, kondisi yang diharapkan, 

gap dapat dijelaskan pada tabel berikut: 

                    

                            Tabel 1. Areal Bermasalah 

No Permasalahn Kondisi yang 

Diharapkan 

Gap 

1 Jumlah Buku Tanah dan Surat 

Ukur fisik tidak sesuai dengan 
data pada KKP 

Kesesuaian data 

yang real antara 
jumlah fisik BT 

dan SU pada KKP 

Dokumen BT 

dan SU belum 
ditemukan 

2 Tidak tersedianya  Gambar 
Ukur, PBT, serta Peta 

Pendaftaran 

Tersedianya 
Dokumen 

GU/GS, PBT 

Banyak Warkah 
Pendaftaran 

belum 
ditemukan 

3 Peta Desa Lengkap Belum 
tersedia dampak dari Sarana dan 

Prasarana yang tersedia masih 
belum memadai 

Tersedianya Peta 
Desa lengkap  

Sumber Daya 
Manusia belum 

memadai,  

4 Bidang tanah yang telah 

terpetakan namun tidak pada 
posisi/letak/koordinat tidak 

tepat/ berada dalam kawasan 
hutan 

Dilakukan 

penataan atau 
reposisi bidang 

tanah yang 
terpetakan 

kesalahan 

proses migrasi 
data analog ke 

digital, human 
eror, dll. 

 
 

C. Identifikasi Masalah pada Area Bermasalah 

Ada beberapa hal penting yang di bahas mengenai isu strategis pada 

kegiatan Peningkatan Kualitas Data Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe 

Selatan, namun terlebih dahulu dilaksanakan diagnosa eksternal dan diagnosa 

internal. Analisis lingkungan eksternal dilakukan untuk dapat 
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mengidentifikasikan faktor-faktor di luar lingkungan entitas yang mempengaruhi 

kelangsungan bisnis entitas tersebut. Terdapat dua metode analisis yang 

digunakan yaitu analisis PESTEL (Politik, Ekonomi, Sosial, Teknologi, Ekologi 

dan Hukum (law)) untuk diagnoasa eksternal dan metode 7s McKinsey untuk 

diagnosa internal dengan hasil sebagai berikut: 

 

             Tabel 2. Diagnosa Eksternal dengan metode PESTEL 

Politik Ekonomi Sosial Teknologi Ekologi Law 

1. Arah kebijakan 
Kementerian 
Agraria dan 
Tata 
Ruang/Badan 
Pertanahan 
Nasional 
diharapkan 

menjadi 
institusi 
berstandar 
dunia melalui 
pengembangan 
transformasi 
digital, 
sehingga 
penyediaan 
layanan 
elektronik 
dapat 
meningkatkan 
pelayanan 
pertanahan 

2. Peningkatan 
Kualitas data 
serta tersedia 
nya peta desa 
lengkap 
merupakan 
salah satu 
Kebijakan One 
Map Policy 
yang 
merupakan 
upaya 
perwujudan 
satu peta yang 
mengacu pada 
satu referensi 
geospasial. 

 

 

 

1. Kondisi 
perekonomi
an saat ini 
belum 
stabil 
setelah 
pandemik 
Covid 19 

Melanda 
2. Sarana dan 

prasarana 
insfrastruk
tur belum 
memadai 
sehingga 
akses 
masyarakat 
untuk 
memenuhi 
kebutuhan 
hidup 
menjadi 
terkendala 

1. Masyara
kat 
pemilik 
lahan 
berdomis
ili di luar 
daerah 

2. Banyak 

masyara
kat 
enggan 
mendaft
arkan 
tanah 
nya 

3. Lahan 
yang 
dikuasai 
oleh 
masyara
kat 
sebahagi
an 
berada 
dalam 
kawasan 
hutan 
 

1. Belum 
tersedian
ya 
jaringan 
komunika
si yang 
memadai 

Perubahan 
cuaca yang 
tidak 
menentu 
mengakibat
kan suhu 
udara yang 
cukup 

kering di 
siang hari 

1. Permen 
ATR/BPN 
Nomor 6 
Tahun 
2018 

2. Perpres No 
23 Tahun 
2021 

tentang 
kebijakan 1 
Peta 

 
 

 

 

Hasil diagnosa internal pada Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe 

Selatan sebagai berikut : 
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                     Tabel 3. Kegiatan Peningkatan Kualitas Data dilihat dengan metoda 7s Mckinsey 

Strategy Structure System Shared 
Values 

Style Staff Skills 

Kantor 
Pertanahan 
Kabupaten 
Konawe 
Selatan 
diharapkan 
dapat 
mewujudka
n peta desa 
lengkap 

Secara 
organisasi 
telah 
memiliki 
jenjang 
struktural 
dan 
fungsional 

SOP telah 
tersedia 
namun 
belum efektif 
di 
laksanakan 

Informasi 
mengenai 
kualitas 
data telah 
tersedia 
namun 
belum 
sepenuhnya 
bisa di 
manfaatkan 

Pemimpin 
bekerja 
dengan rasa 
tanggung 
jawab yang 
tinggi, 
manajemen 
waktu yang 
lebih baik 
serta 
memeberika
n contoh 
kedisipilan 
dalam 
bekerja 

Ketersedia
an SDM 
yang 
terbatas 
sehingga 
optimalis
asi 
pekerjaan 
belum 
maksimal 

Penguasa
an 
Aplikasi 
Pemetaan 
sudah 
cukup 
baik, 
namun 
semangat 
untuk 
melakuka
n 
perubaha
n harus 
terus di 
tingkatka
n 

 

Hambatan, Kendala, Masalaha (HKM) yang terjadi setelah melakukan 
analisis internal perusahaan menggunakan 7S McKinsey akan adalah sebagai 

berikut : 
 
Tabel 4. Hambatan, Kendala, pada diagnosa internal metoda 7s Mckinsey 

Strategy Structure System Shared 
Values 

Style Staff Skills 

Pada 
Kantor 
Pertanahan 
Kabupaten 
Konawe 
Selatan 
ditemukan 
ketidak 
sesuain 
antara 
jumlah BT, 
SU fisik 
dengan 
Jumlah BT, 
SU pada 
KKP. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pada beberapa 
pejabat 
struktural 
belum 
memahami 
apa yang 
menjadi 
tupoksinya 
sehingga 
belum 
melaksanakan 
tugas dan 
peran secara 
maksimal 

SOP 
pelaksanaan 
peningkatan 
kualitas data 
belum 
dilaksanakan 
sepenuhnya 

Banyak 
bidang 
tanah 
telah 
dipetakan 
namun 
belum 
validasi  

Pelaksana
an nya di 
dukung 
oleh 
pimpinan 
namun 
sepenuhn
ya belum 
dilaksana
kan 
dengan 
baik 

Petugas 
pemetaa
n 
memiliki 
pengetah
uan dan 
pemaha
man 
dengan 
baik 
namun 
manaje
men 
waktu 
belum 
baik, 
sering 
menund
a nunda 
pekerjaa
n 

Penguasaan 
Aplikasi 
Pemetaan 
sudah 
cukup baik, 
namun 
semangat 
untuk 
melakukan 
perubahan 
harus terus 
di 
tingkatkan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

D. Isu Strategis dan Penyebabnya 

 
Isu strategis yang ada pada areal bermasalah pada Kantor Pertanahan 

Kabupaten Konawe Selatan adalah sebagai berikut:  

1. Berdasarkan data pada KKP, Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe 
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Selatan memiliki potensi desa lengkap sebanyak 67 Desa  namun 

hingga saat ini belum ada satu desa pun yang dilakukan deklarasi desa 

lengkap; 

2. Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan ditemukan 

ketidak sesuain antara jumlah BT, SU fisik dengan Jumlah BT, SU 

pada KKP (KW4-KW6), pada kondisi ini secara fisik banyak BT dan SU 

belum ditemukan; 

3. Bidang tanah yang telah terpetakan (KW1-KW3) namun tidak pada 

posisi, letak, koordinat tidak tepat, tumpang tindih serta berada dalam 

kawasan hutan; 

Berdasarkan  isu strategis diatas, yang menjadi faktor penyebabnya adalah 

sebagai berikut: 

1. Pada daerah Kabupaten Konawe Selatan hingga saat ini belum adanya 

kejelasan mengenai batas administrasi wilayah desa yang valid sehingga 

mengakibatkan sulitnya melakukan deklarasi desa lengkap; 

2. Sejak tahun 2016 Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan telah 

melakukan entri BT, SU/GS kedalam sistem KKP(KW4-KW6), namun 

beberapa fisik BT atau SU/GS yang telah dilakukan entri data tidak 

ditemukan lagi hal ini disebabkan oleh sistem manajemen pengelolaan 

warkah atau dokumen pertanahan belum profesional; 

3. Bidang tanah terpetakan tetapi pada posisi/letak/koordinat tidak tepat. 

Penyebabnya adalah kesalahan dalam proses pemetaan (Zona TM3 

berbeda), kesalahan proses migrasi data analog ke digital, human eror, 

Bentuk bidang tanah tidak sesuai dengan topografinya, bentuk bidang 

tanah tidak sesuai Surat Ukur (melihat bidang tanah pada Surat Ukur 

yang terupload dengan bidang tanah di KKP) adanya  Indikasi bidang 

tanah seragam yang tidak sesuai kondisi nyata di lapangan serta bidang 

tanah yang teridentifikasi tumpang tindih. Pada situasi ini perlu 

dilakukan identifikasi serta memastikan bentuk, luas, dan informasi 

bidang tanah tersebut. Jika dimungkinkan dilakukan pengukuran 

ulang terhadap posisi bidang tanah, kemudian penggambaran ulang 

dan ploting.  

E. Penetapan Masalah Utama 

Berdasarkan isu strategis dan penyebabnya seperti diatas, maka yang 

ditetapkan sebagai permasalahan utama yang akan dibahas adalah sebagai 

berikut: 

1. Berdasarkan data pada KKP, Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe 

Selatan memiliki potensi desa lengkap sebanyak ……. Namun hingga 

saat ini belum ada satu desa pun yang dilakukan deklarasi desa 

lengkap, hal ini disebakan oleh hingga saat ini belum adanya kejelasan 

mengenai batas administrasi wilayah desa yang valid sehingga 

mengakibatkan sulitnya melakukan deklarasi desa lengkap; 
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Gambar. 1 Batas Wilayah Administrasi masih belum Valid 

 

2. Bidang tanah Bidang tanah terpetakan tetapi pada posisi/ koordinat 

tidak tepat. Penyebabnya adalah kesalahan dalam proses pemetaan 

(Zona TM3 berbeda), kesalahan proses migrasi data analog ke digital, 

bentuk bidang tanah tidak sesuai dengan topografinya, bentuk bidang 

tanah tidak sesuai Surat Ukur (melihat bidang tanah pada Surat Ukur 

yang terupload dengan bidang tanah di KKP) adanya  Indikasi bidang 

tanah seragam yang tidak sesuai kondisi nyata di lapangan serta bidang 

tanah yang teridentifikasi tumpang tindih. Pada situasi ini perlu 

dilakukan identifikasi serta memastikan bentuk, luas, dan informasi 

bidang tanah tersebut. Jika dimungkinkan dilakukan pengukuran 

ulang terhadap posisi bidang tanah, kemudian penggambaran ulang 

dan ploting.  

 

 



7 

 

                   Gambar. 2 PTSL Tahun 2023 Posisi Bidang Tanah berada pada kawasan hutan  

 

Sebagai Aksi Perubahan dalam jangka pendek pada kantor Pertanahan 

Kabupaten Konawe Selatan kami akan melakukan optimalisasi peningkatan 

kualitas data pada Desa Labota One Kecamatan Laonti Kabupaten Konawe 

Selatan dengan alasan bahwa wilayah administrasi desa tersebut berbatasan 

langsung dengan taman suaka margasatwa ….. Lokasi tersebut merupakan 

lokasi PTSL Tahun 2023 dimana penguasaan tanah masyarakat sebahagian 

berada dalam taman suaka marga satwa. 

Untuk Pemilihan isu menggunakan metode USG dengan pembobotan 

dengan total nilai 15 atau 30. Isu atau permasalahan yang menjadi prioritas 

adalah isu atau permasalahan yang mempunyai poin paling tinggi dari ketiga isu 

tersebut. Analisis USG terhadap permasalahan yang ada, diperoleh hasil seperti 

berikut : 

                                     Tabel 5. Analis USG 

No Isu Permasalahan Urgency Seriousness Growth Total 

1 Bidang tanah 
terdaftar namun 

belum terpetakan 

pada KKP (KW4-KW6) 

4 5 4 13 

2 Bidang tanah 

terpetakan (KW1-

KW3) tetapi pada 
posisi/letak/koordinat 

tidak tepat 

4 5 4 13 

3 Batas Wilayah 

administrasi 

Desa/Kelurahan 

belum valid 

4 4 3 11 

 

 

Dari analisis hasil USG diatas, yang menjadi penyebab paling dominan dari 

permasalahan yang ada adalah Bidang tanah terdaftar namun belum 

terptakan (KW4-KW6) serta bidang tanah terdaftar dan terpetakan (KW1-

KW3) tetapi pada posisi yang kurat tepat serta berada dalam kawasan hutan 

sehingga petugas harus melakukan survei dan identifikasi lapang. Permasalahan 

upaya peningkatan kualitas data tersebut  tersebut disebabkan oleh beberapa 

faktor yang akan dianalisis lebih dalam dan detil dengan menggunakan analisis 

fishbone. Elemen-elemen inilah nantinya yang akan digunakan sebagai dasar 

dan akan dipilih untuk dilakukan inovasi. Penyebab dari permasalahan yang 

timbul dapat dilihat dalam model diagram fishbone sebagai berikut : 
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                    Gambar. 3 Hasil Analis Fishbone 

 

F. Deskripsi Inovasi 

Permasalahan atau isu yang akan di bahas merupakan isu utama yang 

akan dicarikan solusi terobosan atau model inovasi yaitu masalah Bidang tanah 

terdaftar namun belum terptakan (KW4-KW6) serta bidang tanah terdaftar 

dan terpetakan (KW1-KW3) tetapi pada posisi yang kurat tepat serta berada 

dalam kawasan hutan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut akan 

digunakan inovasi atau proses sistem dengan cara baru yang akan dilakukan 

dengan langkah-langkah sebagai berikut:  

1. Pada tahap awal kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap tahun 

anggaran 2023 ini dibentuk tim efektif optimalisasi peningkatan kualitas 

data, hal yang pertama dilakukan adalah dimulai dari kegiatan identifikasi 

kualitas Peta Kerja bidang tanah yang telah didownload dari KKP; 

2. Proses dilanjutkan dengan penataan kembali link data tekstual pada Peta 

Kerja bidang tanah. Kegiatan ini dilakukan sebelum kegiatan peningkatan 

kualitas dilakukan agar Peta Kerja yang digunakan merupakan data 

terlengkap dan terupdate, serta memperbaiki link data tekstual (hak, SU 

dan NIB) kemudian berdasarkan link tersebut kemudian dilakukan kelas-

kelas bidang tanah yang memenuhi kriteria; 

3. Kemudian dilanjutkan dengan  identifikasi dokumen Buku Tanah, Surat 

Ukur serta identifikasi kepemilikan tanah. Serta dilanjutkan dengan  

plotting ulang bidang tanah, mengidentifikasi bidang tanah bermasalah 

dan mengidentifikasi bidang tanah belum bersertipikat. Dari kegiatan ini 

akan dihasilkan Peta Kerja desa lengkap dan daftar bidang tanah. Pada 

tahap akhir, BT/hak yang tersisa diidentifikasi sebagai sertipikat yang 

belum dapat didudukkan.  

4. Proses selanjutnya adalah melibatkan sumber daya manusia ASN 

maupun tenaga PPNPM untuk melakukan koordinasi dengan stakeholder 

seperti Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, BKSDA serta aparat terkait 

lain nya. 
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G. Model Inovasi 

Secara garis besar untuk mengetahui model suatu inovasi diperlukan 

gambaran yang disajikan dalam bentuk Kanvas inovasi. Canvas model 

merupakan salah satu instrumen untuk mengidentifikasi, mendiskripsikan, 

menganalisis, dan merancang tugas dan fungsi, program dan kegiatan dan 

rencana inovasi organisasi kedalam bentuk visual. 

                                           Tabel 5.  Model Inovasi 

 

H. Tahapan Kegiatan  

a. Tahapan Persiapan  

Permasalahan atau isu yang akan di bahas merupakan isu utama yang akan 

dicarikan solusi melalui tahapan persiapan sebagai berikut : 

                                           Tabel 5. Tahapan Persiapan 

No Tahapan Tanggal Penanggung 

Jawab 

Output Terukur 

1 Pembentukan Tim Efektif 8 Agustus s.d 9 
Agustus 2023 

Kepala Seksi 
Survei dan 
Pemetaan 

Surat Keputusan 
Kepala Kantor 

Petanahan 
Tentang 

Pembentukan 
Tim Efektif 

2 Melaksanakan Rapat 
Koordinasi dengan semua 
unsur pendukung kegiatan 
untuk membahas gambaran 
umum serta pemaparan 
tahapan kegiatan 

9 Agustus 2023 Kepala Seksi 
Survei dan 
Pemetaan 

Daftar Hadir, 
Dokumentasi 

3 Melaksanakan koordinasi 10 Agustus Kepala Seksi Dokumentasi 
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dengan Instansi terkait seperti 
Pemerintah Daerah, BPKH, 
Pemerintah Desa Labota One 

2023 Survei dan 
Pemetaan 

4 Pelaksanaan Bimbingan 
Teknis identipikasi 
ketersediaan Buku Tanah, 
Surat Ukur, PBT. 

11 Agustus 
2023 

Kepala Seksi 
Survei dan 
Pemetaan 

Dokumentasi 

 

b. Tahapan Pelaksanaan 

Tahapan Pelaksanaan yang merupakan tahapan inti dari kegiatan tahapan 

peningkatan kualitas data, yang dilakukan didalam pelaksanaan Aksi dapat 

dijelaskan dalam Tabel Tahapan Persiapan Kegiatan Aksi Perubahan, sebagai 

berikut :  

                                           Tabel 6. Tahapan Pelaksanaan  

No Tahapan Tanggal Penanggung 
Jawab 

Output Terukur 

1 Pembuatan Surat 
tugas identifikasi 
warkah BT,SU, 

PBT 

14 Agustus 
2023 

Kepala Seksi 
Survei dan 
Pemetaan 

Surat Tugas 

2 Pelaksanaan 

identifikasi 
kesesuaian BT, 

SU, PBT 

14 Agustus 

s.d 16 
Agustus 

2023 

Kepala Seksi 
Survei dan 
Pemetaan 

Dokumentasi 

3 Pembuatan Peta 
Kerja unduhan 

KKP  penataan 
kembali link data 
tekstual pada Peta 

Kerja bidang 
tanah. 

16 Agustus 
s.d 18 

Agustus 
2023 

Kepala Seksi 
Survei dan 
Pemetaan 

Dokumentasi 
Peta Kerja 

4 Pelaksanaan 
Identifikasi 

Lapang 

21Agustus 
s.d 18 

September 
2023 

Kepala Seksi 
Survei dan 
Pemetaan 

Dokumentasi 
Peta Kerja 

 

c. Tahapan Monitoring dan Evaluasi 

Dalam pelaksanaan Aksi Perubahan ini tahap monitoring dan evaluasi 

sangat perlu untuk dilakukan. Hal ini untuk menjamin bahwa pelaksanaan 

kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan rencana yang dibuat, baik tahapan 

pelaksanaan, waktu, biaya, dan target capaian. Tahapan monitoring dan evaluasi 

tersebut adalah sebagai berikut: 

 

                 Tabel 7. Jadwal Tahapan Monitoring dan Evaluasi 

No Tahapan Tanggal Penanggung Jawab Output 
Terukur 

1 Rapat evaluasi 
pelaksanaan 
kegiatan 

25 September 2023 - Kepala Seksi Survei 
dan Pemetaan  

- Tim Efekrif 
- Tim Pelaksana 

Dokumentasi 
Daftar Hadir 

2 Koordinasi 
dengan mentor 

26 september 2023 - Kepala Kantor 
Pertanahan 

- Kepala Seksi Survei 
dan Pemetaan 

Dokumentasi 
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d. Strategi Pengembangan Kompetensi 

                         Tabel 8.  Strategi Pengembangan Kompetensi 

Dampak Aksi 

Perubahan 

Kompetensi 

yang 
dibutuhkan 

Upaya 

Pengembangan 
(Klasikal/Non 

Klasikal) 

Pelaksanaan Dampak 

Pelaksanaan 
Aksi 

Perubahan 
Tim Pelaksana Melaksanakan 

tugas dgn 
efektif dan 
efisien  

Sosialisasi dan 
Bimbingan 
Teknis 

8 Agustus s.d 
9 Agustus 
2023 

Tim mampu 
bekerja 
secara efektif 
dan efisien 

Pemerintah 
Daerah, BPKH/ 
BKSDA 

Mengetahui 
dan 
memahami 
pelaksanaan 
kegiatan  

Diskusi, 
Bimbingan teknis 

9 Agustus 
2023 s.d 
Desember 
2023 

Pemerintah 
Daerah, 
BPKH/ 
BKSDA 
memahami 
pelaksanaan 
kegiatan 

Masyarakat Memahami 
manfaat dan 

penting nya 
sertipikat 
tanah 

Diskusi, sharing 11 Agustus 
2023 

Masyarakat 
memahami 

manfaat dan 
penting nya 
sertipikat 
tanah 

 
e. Manajemen Pengendalian  

Untuk melaksanakan kegiatan peningkatan kualitas data yang efektif dan 

efisien, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu :   

1. Hal yang pertama dilakukan adalah dimulai dari kegiatan identifikasi 

kualitas Peta Kerja bidang tanah yang telah didownload dari KKP; 

2. Adanya kejelasan mengenai batas administrasi wilayah desa yang valid 

sehingga meudahkan dalam peningkatan kualitas data; 

3. Proses dilanjutkan dengan penataan kembali link data tekstual pada 

Peta Kerja bidang tanah. Kegiatan ini dilakukan sebelum kegiatan 

peningkatan kualitas dilakukan agar Peta Kerja yang digunakan 

merupakan data terlengkap dan terupdate, serta memperbaiki link data 

tekstual (hak, SU dan NIB) kemudian berdasarkan link tersebut 

kemudian dilakukan kelas-kelas bidang tanah yang memenuhi kriteria; 

4. Segala kegiatan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dengan 

memaksimalkan semua unsur yang terlibat. 

f. Manajemen Resiko 

Mengidentifikasi kemungkinan Risiko pada tiap tahapan perlu dilakukan 

agar dapat mengantisipasi risiko dengan Tindakan korektif. Berikut tabel Analisa 

Risiko aksi perubahan : 

                

                                          Tabel 9.  Analis Resiko 

No Tahapan Kegiatan Kemungkinan Resiko Solusi 

1 Persiapan Pembentukan 
Tim Efektif dan Tim 

Pelaksana 

Penambahan Target PTSL dan 
Redistribusi Tanah, Konsolidsai 

Tanah  serta waktu 
penyelesaian nya 
mengakibatkan kesibukan 

yang luar biasa 

Melakukan 
koordinasi 

setiap saat 
melalui Group 
Whatssapp 

2 Sosialisai dan Kesibukan/ Kegiatan masing- Melaksanakan 
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Koordinasi dengan 
Stakeholder terkait 

masing stakeholder koordinasi 
setiap saat 

melalui media 
komunikasi, 
Whatssapp, 
Zoom 

3 Pelaksanaan Identifikasi 

Lapang serta 
Pengolahan Data 

- Kurangnya partisipasi 

masyarakat 
- Manajemen waktu 

pelaksana identifikasi 

lapang belum maksimal 
- Pelaksana identifikasi 

lapang di ikutsertakan 
dalam kegiatan lainya 

Memaksimalkan 

tenaga ASKB 
dan Memastikan 
bahwa di 

lapangan 
mereka mampu 

melaksanakan 
tugas secara 
maksimal 
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 BAB II  

   DESKRIPSI PROSES KEPEMIMPINAN 

 

A. Membangun Integritas  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, integritas adalah mutu, sifat, 

atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh sehingga seseorang akan 

dapat memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan 

kejujuran. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, integritas dalam diri seseorang 

berarti kepribadian yang jujur, berani, bijaksana dan bertanggung jawab atas 

perilaku dan tindakannya. Integritas akan dapat menjaga seseorang agar tidak 

melakukan penyimpangan-penyimpangan ketika melakukan kegiatan tertentu. 

Terdapat beberapa perilaku yang menunjukkan seseorang yang memiliki 

integritas. Perilaku-perilaku ini antara lain :  

1. Jujur. Perilaku jujur yang dimaksud adalah tidak berbohong. Seseorang 

yang memiliki integritas akan selalu mengatakan hal-hal yang benar 

kepada orang lain. Tidak hanya mengucapkannya saja, ia juga juga dapat 

melakukan hal-hal yang benar sesuai dengan ucapannya tersebut. 

Apabila orang tidak melakukan hal-hal benar yang diucapkannya, berarti 

orang tersebut tidak memiliki integritas. Misalnya seseorang yang berkata 

bahwa korupsi adalah hal yang buruk namun ternyata dirinya melakukan 

korupsi berarti ia tidak memiliki integritas. Dalam lingkungan kerja, sikap 

jujur dapat ditunjukkan dengan menyajikan faktafakta apa adanya, tidak 

melakukan manipulasi fakta dan bersedia mengakui kesalahan apabila 

dia melakukannya. Kejujuran harus dilakukan secara konsisten dan 

terus menerus karena apabila seseorang pernah berperilaku tidak jujur 

satu kali, maka kredibilitas dan kepercayaan orang lain terhadapnya 

akan menurun dan ia akan mengalami kesulitan untuk memperoleh 

kembali kepercayaan orang lain.  

2. Menjaga martabat, berperilaku sesuai dengan etika dan tidak melakukan 

hal-hal yang tercela. Dalam usahanya untuk menjaga martabat dan tidak 

melakukan hal-hal tercela, seseorang harus melakukan memiliki 

keteguhan hati untuk selalu melakukan sesuatu yang benar dan sesuai 

dengan etika walaupun lingkungannya menganggap apa yang dia lakukan 

sebagai sesuatu yang aneh dan tidak biasa.Dalam menjaga martabat, 

seseorang pada umumnya akan menghadapi godaan dan tekanan yang 

berasal dari lingkungannya untuk melakukan hal-hal yang tidak benar. 

Oleh karena itu dia harus mampu mengatakan tidak kepada orang lain, 

atas sesuatu yang diyakininya merupakan hal yang tercela dan tidak 

benar. 

Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki peran sentral dalam memberikan 

pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat. Untuk mencapai tujuan 

ini, diperlukan ASN yang kreatif, inovatif, responsif, dan memiliki integritas yang 
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baik. Dalam konteks kepemimpinan Pancasila, karakter yang di harapkan dalam 

kepemimpinan, diharapkan dapat menghasilkan pemimpin-pemimpin yang 

memiliki 5 unsur karakter yaitu : 

1. Pemimpin yang memiliki rasa takut kepada Penciptanya; 

2. Pemimpin yang mengedepankan jiwa kemanusiaan; 

3. Pemimpin yang dapat menjadi pemersatu dilingkungan ASN;  

4. Pemimpin yang lebih mengedepankan kepentingan umum; 

5. Pemimpin yang dapat berbuat adil. 

 

Dalam hal tersebut di atas, ASN sebagai ujung tombak dalam fungsi 

pelayanan publik kepada masyarakat tentu saja di tuntut untuk lebih 

memahami nilai nilai tersebut, dimana langkahlangkah yang dapat diambil 

untuk menciptakan ASN yang berdaya saing, berkualitas, dan mampu 

memberikan pelayanan publik yang bermartabat dapat di gambarkan dengan 

cara sebagai berikut : 

1.  Memperkuat Pemahaman Nilai-nilai Pancasila: 

ASN harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai 

Pancasila sebagai dasar  etika dan moral dalam menjalankan tugas dan 

tanggung jawab mereka. Pendidikan dan pelatihan rutin tentang nilai-

nilai Pancasila dapat membantu meningkatkan kesadaran dan 

penghayatan terhadap prinsip-prinsip seperti kejujuran, keadilan, 

persatuan, dan demokrasi. 

2. Budaya Organisasi yang Mendorong Inovasi dan Kreativitas:  

Pemerintah dan pimpinan organisasi perlu membangun budaya yang 

mendorong inovasi, kreativitas, dan responsivitas di kalangan ASN. 

Memberikan ruang bagi ASN untuk berbagi ide, merancang solusi baru, 

dan mengambil inisiatif dalam memperbaiki pelayanan publik adalah 

langkah penting dalam menciptakan lingkungan kerja yang stimulatif. 

3.  Pengembangan Keterampilan dan Pengetahuan:  

ASN perlu dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan yang 

diperlukan untuk menjadi kreatif dan inovatif dalam pelayanan publik. 

Program pelatihan yang berfokus pada pengembangan keterampilan 

kepemimpinan, manajemen perubahan, komunikasi efektif, serta 

pengetahuan teknologi informasi dan komunikasi dapat membantu 

meningkatkan kemampuan ASN dalam menghadapi tantangan yang 

kompleks.  

4. Penerapan Sistem Penghargaan dan Pengawasan yang Efektif:  

Diperlukan sistem penghargaan yang adil dan transparan untuk 

mengakui prestasi ASN yang kreatif, inovatif, dan responsif dalam 

pelayanan publik. Sistem pengawasan yang ketat dan independen juga 

harus diterapkan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-

prinsip Pancasila dan etika pelayanan publik. ASN yang terlibat dalam 
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pelanggaran integritas harus ditindak secara tegas dan sesuai dengan 

hukum yang berlaku.  

5. Kolaborasi dan Partisipasi Masyarakat:  

Kolaborasi dengan pihak eksternal, termasuk masyarakat sipil, lembaga 

swadaya masyarakat, dan sektor swasta, dapat memperkuat integritas 

dan responsivitas ASN. Melibatkan masyarakat dalam proses 

pengambilan keputusan dan pengawasan pelayanan publik dapat 

membantu menciptakan iklim kerja yang transparan, akuntabel, dan 

berintegritas. 

 

Pada kegiatan implementasi Aksi Perubahan di Kantor Pertanahan 

Kabupaten Konawe Selatan tentang Optimalisasi Peningkatan Kualitas Data 

Kepala Seksi Survei dan Pemetaan selaku project leader implementasi Aksi 

Perubahan secara aktif terus menerus mendorong dan mengajak seluruh 

komponen yang terlibat dalam kegiatan Peningkatan Kualitas Data untuk 

senantiasa membangun integritas dengan cara-cara sebagai berikut : 

1. Membangun Integritas pada diri sendiri,  Sebagai project leader yang 

berperan sebagai pucuk pelaksana implementasi Aksi Perubahan di 

Kantor Pertanahan Kabupaten Kabupaten Konawe Selatan tentunya 

harus memiliki integritas yang baik, dengan cara membangun dan 

memperkuat integritas diri seperti:  

a. Memotivasi diri sendiri bahwa pekerjaan yang dilaksanakan 

adalah pekerjaan yang mulia sebagai bentuk pengabdian kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, negara, masyarakat dan institusi tercinta;  

b. Membuka diri untuk senantiasa meningkatkan pengetahuan dan 

menggali kreatifitas dan inovasi;  

c. Terbuka terhadap pendapat, saran, masukan, kritik baik dari 

atasan maupun dari bawahan; 

d. Melaksanakan koordinasi dengan Kepala Kantor Pertanahan 

Kabupaten Konawe Selatan selaku mentor. 
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                    Gambar 4. Koordinasi dengan Kepala Kantor Pertanahan 

 

3. Membangun Integritas Tim Efektif dan pelaksana kegiatan Sebagai 

salah satu komponen Beberapa langkah yang dilaksanakan dalam 

pembangunan integritas Tim efektif implementasi Aksi Perubahan 

adalah sebagai berikut: 

a. Memanfaatkan momentum rapat internal tim efektif untuk 

memberikan motivasi dan semangat kepada tim efektif dan 

pelaksana kegiatan bahwa pekerjaan yang dilaksanakan harus 

diniatkan sebagai ibadah untuk memperoleh keridhaan Tuhan Yang 

Maha Esa, sebagai bentuk pengabdian kepada bangsa negara dan 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional 

dan pengabdian kepada masyarakat; 

b. Membuka peluang untuk tim efektif dan pelaksana kegiatan 

mengemukakan pendapat, melaksanakan inovasi dan kreatifitas 

yang dapat mempercepat penyelesaian kegiatan; 

c. Memberikan kesempatan yang luas bagi tim efektif dan pelaksana 

kegiatan untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan 

serta mempelajari hal-hal baru; 

d.  Melaksanakan pengawasan yang efektif kepada Tim efektif dan 

pelaksana kegiatan serta meminta Tim efektif dan pelaksana untuk 

disiplin melaksanan tugasnya. 
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4. Membangun Integritas Stakeholder Internal, Stakeholder Eksternal 

yang dilaksanakan untuk membangun dan meningkatkan integritas 

Stakeholder Internal, Stakeholder Eksternal adalah sebagai berikut:  

a. Memanfaatkan momentum apel pagi selaku penerima apel untuk 

mengajak serta memberikan motivasi dan semangat kepada 

seluruh stakeholder internal bahwa pekerjaan yang dilaksanakan 

harus diniatkan sebagai ibadah untuk memperoleh pahalah disisi 

Allah SWT, sebagai bentuk pengabdian kepada bangsa negara dan 

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional 

dan pengabdian kepada masyarakat; 

 

                                                 Gambar 5. Sebagai Pemimpin Apel 

b. Melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait guna mendukung 

kegiatan yang hendak dilaksanakan. 

 

 

                                                     Gambar 6. Koordinasi dengan BKSDA 
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B. Pengelolaan Budaya Pelayanan dengan Memanfaatkan Teknologi Informasi 
 

Pada era Globalisasi saat ini, teknologi digital berkembang sangat 

pesat. Hampir semua lapisan masyarakat tidak bisa lepas dari gawai. 

Penggunaan komputer dan handphone tidak hanya sebatas untuk bekerja 

dan berkomunikasi saja, namun digunakan dengan berbagai manfaat 

lainnya. Dengan hanya duduk di depan gawai, kita bisa menjelajah dunia, 

mencari semua informasi hanya dengan ketukan jari. Tidak terkecuali 

dengan dunia pemerintahan. Tren digital ini juga ikut berkembang.  

Banyak instansi yang berlomba-lomba memberikan pelayanan publik 

kepada masyarakat dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi 

dan komunikasi. Harapannya, agar pelayanan publik dapat lebih 

transparan dan masyarakat menjadi lebih mudah terhubung dengan 

layanan pemerintah.  

Sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 95 Tahun 2018 tentang 

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), SPBE diperlukan untuk 

mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, 

akuntabel, serta berkualitas dan terpercaya. Maka dari itu, diperlukan 

beberapa faktor agar tujuan SPBE dapat terwujud. Pertama, ketersediaan 

sistem yang terpadu. Berbicara mengenai teknologi dan pelayanan publik, 

pemerintah tentu saja harus menyediakan perangkat yang memadai dan 

terpadu, serta terintegrasi, mulai dari tingkat pemerintah daerah sampai 

dengan tingat pemerintah pusat. Kedua, menempatkan Sumber Daya 

Manusia yang berintegritas dan sesuai di bidangnya, serta harus dipikirkan 

kesesuaian jumlah kebutuhan SDM-nya agar tujuan SPBE dapat tepat 

sasaran dan tepat guna. Ketiga, harus dilakukan secara berkesinambungan. 

Penggunaan teknologi dalam pemberian pelayanan publik harus dilakukan 

secara berkelanjutan dan konsisten. Jangan sampai hanya dijadikan "tren" 

saja, setelah itu diabaikan.  

Tujuan dari dibentuknya SPBE dalam Perpres Nomor 95 Tahun 2018 

ini juga sejalan dengan tujuan dari dibentuknya Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 26 

Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. 

Dimana terdapat delapan area perubahan yang mewakili setiap program 

perubahan. Salah satu yang berkaitan dengan SPBE adalah Penataan 

Tatalaksana. Dalam penataan Tatalaksana, penerapan SPBE diharapkan 

dapat meningkatkan penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi 

dalam proses managemen pemerintah. Tidak hanya dalam pemberian 

pelayanan publik kepada masyarakat, namun juga tata kelola internal 

didalam pemerintahan. Agar efektif, efisien, dan kinerja pemerintahan 

meningkat. Contohnya penggunaan Aplikasi SENTUH TANAHKU pada 

Kementerian ATR/BPN RI. Dengan adanya sistem ini, memberikan 
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kemudahan dalam identifikasi bidang bidang tanah yang telah terdaftar. 

 

 

 

 

 

                                      Gambar 7. Pemanfaatan Aplikasi Sentuh Tanahku 

 

C. Pengelolaan Tim 
 

Dalam upaya membangun tim Efektif adalah kesamaan Visi, misi dan 

tujuan yang ingin dicapai dengan terus melakukan brainstorming agar 
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kesepakatan bersama dapat tercapai. Salah satu aspek yang dibangun 

adalah pembagian tugas yang jelas sehingga masing-masing anggota 

mengerti kewajibannya. Selanjutnya akan dapat menumbuh kembangkan 

rasa tanggungjawab dan komitmen dalam diri anggota tim. Di dalam sebuah 

tim tetap dibutuhkan seorang pemimpin yang 29 mampu menjadi motivator 

dan membangun suasana kerja yang kondusif dari seorang pemimpin yang 

dapat berpikir jernih dan bertanggung jawab. 

 Tantangan utama yang berhubungan dengan aspek kepemimpinan 

Tim adalah membangun budaya yang kondusif serta menciptakan atmosfer 

yang mendukung kerja tim (Dubrin, 2005). Tim kerja merupakan 

kompetensi penting untuk menuju kesuksesan. Tantangan ini mirip dengan 

tantangan membangun kultur yang tepat untuk memotivasi orang. Strategi 

yang dianjurkan untuk pemimpin tim adalah mempromosikan pkitangan 

yang mengakui bahwa bekerja sama secara efektif merupakan stkitar 

perilaku yang diharapkan. Membangun kultur atau norma teamwork akan 

sulit ketika ada kultur individualisme yang kuat di dalam sebuah organisasi.  

Pemimpin tim yang percaya kepada teamwork biasanya memiliki 

posisi yang lebih baik untuk membangun kultur teamwork. Tim dengan 

kinerja tinggi pada umumnya heterogen. Artinya, tim yang mencapai tingkat 

kinerja yang tinggi tidak terdiri dari orang-orang yang benar-benar sama. 

Melainkan, tim ini terdiri dari para anggota yang mempunyai kecakapan-

kecakapan yang saling melengkapi. Mereka memerlukan kecakapan 

pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. Para anggota harus 

mampu mengenali masalah dan peluang, kemudian memilih solusi. 

Kecakapan hubungan antarpribadi diperlukan untuk berkomunikasi, 

memecahkan konflik dan berinteraksi secara efektif dengan para anggota 

tim.  

Ketika tim berkembang kita harus memastikan bahwa para anggota 

mempunyai lebih dari masing-masing kecakapan ini. Keanggotaan tim 

dengan kecakapan yang saling melengkapi penting dalam mencapai 

kreativitas (Patricia Buhler, 2004). Anggota tim yang berkomitmen memiliki 

bentuk keterlibatan yang tinggi dalam perusahaan. Tim tersebut bekerja 

bukan karena diperintah, tetapi termotivasi bukan oleh faktor eksternal 

melainkan faktor internal yang sumber motivasinya berasal dari dalam 

dirinya sendiri. Dalam satu tim, idealnya terdapat tujuan dan ada kemauan 

serta komitmen. antara pemimpin tim dan anggota tim harus ada lkitasan 

kemauan untuk bersama-sama membentuk suatu tim dan harus memiliki 

komitmen. Tanpa kemauan dan komitmen baik di pihak pemimpin tim 

maupun di pihak anggota tim, akan sia-sialah segala usaha untuk 

berkembangnya satu tim. Kemauan dan komitmen tidak bisa dipaksanak 

oleh kekuasaan yang lebih tinggi (Soemarsono, 2003). Orang takkan 

mengikuti para pemimpin yang tidak memiliki komitmen. Komitmen tampak 



21 

 

dalam berbagai aspek, termasuk jam kerja. Orang-orang biasa yang 

berkomitmen dapat membuat dampak yang luar biasa terterhadap dunia 

mereka (John. C. Maxwell). Banyak orang cenderung menghubungkan 

komitmen dengan perasaan mereka. Komitmen bukanlah perasaan, tetapi 

komitmen harus semantap/keyakinan sekuat batu karang.  

Dalam sebuah tim yang mantap, harus memiliki anggota-anggota tim 

yang mantap berkomitmen terhadap tim. Komitmen sejati menginspirasikan 

serta menarik orang lain. Sifat yang sesungguhnya dari komitmen adalah : 

1. Komitmen harus dimulai di dalam Hati. Komitmen tidak tergantung pada 

bakat atau kemampuan, komitmen diuji oleh perbuatan. Berkomitmen 

hanya sebatas perkataan memang mudah. Yang sulit adalah melakukan 

sesuatu. Satu-satunya ukuran sesungguhnya dari komitmen adalah 

perbuatan. Orang akan melihat apakah Kita berkomitmen atau tidak dari 

perbuatan yang Kita lakukan, dan merupakan musuh dari penolakan, 

karena komitmen adalah janji serius untuk terus maju, untuk bangkit 

sehingga nantinya akan membuka pintu menuju prestasi.  

Sebagai pemimpin, Kita akan menghadapi banyak hambatan serta 

resistensi. Pada saatnya Kita akan menyadari bahwa komitmen adalah satu-

satunya hal yang mendorong Kita untuk terus maju. Jika Kita ingin 

mencapai sesuatu yang Kita anggap terbaik, Kita harus memiliki komitmen 

terlebih dahulu. 2. Komitmen bersifat kekal ketika didasarkan pada nilai-

nilai. Setiap kali pemimpin membuat pilihan-pilihan yang didasarkan nilai-

nilai kehidupan yang mantap, pemimpin berada dalam posisi yang lebih 

baik untuk mempertahankan tingkat komitmen. Karena nilai-nilai 

pemimpin dengan kemampuan pemimpin untuk memenuhi komitmen-

komitmen pemimpin sangat erat hubungannya (Maxwell, 2001).  

Membangun komitmen tim juga harus memahami kebutuhan dari 

tim, mereka memiliki kebutuhan fisik, sosial emosional, mental dan 

spiritual, melibatkan mereka dalam pengambilan keputusan yang 

menyangkut pekerjaan mereka, maupun tugas secara keseluruhan. 

Komitmen senantiasa dibarengi dengan kepercayaan (trust) antara 

pemimpin dan bawahan. Untuk bisa menciptakan komitmen dan 

kepercayaan diperlukan komunikasi yang baik. Oleh karena itu pemimpin 

dan anggota harus mau duduk bersama dan saling menyelaraskan 

paradigma masingmasing. Akhirnya, komitmen harus dibangun dari dua 

arah yaitu dari anggota dan pemimpin. 

Berdasarkan uraian di atas, dalam pengelolaan tim efektif dan tim 

pelaksana kegiatan Peningkatan Kualitas Data Pendaftaran Tanah 

Sistematis Lengkap Tahun 2023, peran Project Leader sangat krusial karena 

Project Leader yang bertugas memimpin tim efektif dan tim pelaksanaan 

yang akan melaksanakan tugas dilapangan, diuraikan sebagai berikut : 
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a. Memastikan bahwa semua personel yang ada dalam tim efektif 

dan tim pelaksana sudah memiliki kesamaan visi, misi dan 

tujuan. Hal ini dilakukan dengan melaksanakan brainstroming 

kepada seluruh anggota tim; 

b. Melaksanakan koordinasi dengan stakeholder internal demi 

mewujudkan tujuan yang hendak dicapai; 

 

 

                                      Gambar 8. Koordinasi Antar Stakeholder 

 

c. Membagi tugas dengan sangat mempertimbangkan kemampuan 

skill dari setiap anggota tim. 
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BAB III 

    DESKRIPSI HASIL KEPEMIMPINAN 

 

A. Capaian Dalam Peningkatan Kualitas Data 

Rancangan Aksi Perubahan yang berjudul ”Optimalisasi Peningkatan 

Kualitas Data pada Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan” telah 

dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan yang 

dilaksanakan dari 8 Agustus sampai tanggal 2 Oktober 2023. Selama 

penerapan aksi perubahan tersebut hal-hal yang telah dicapai dalam 

hubungannya dengan perbaikan sistem pelayanan adalah sebagai berikut:  

1) Pelaksanaan tahapan kegiatan telah sesuai dengan perencanaan 

kegiatan 

Berbagai hal dalam kehidupan memerlukan perencanaan. 

Perencanaan merupakan proses yang mendukung tercapai nya sebuah 

tujuan dalam berbagai hal. Dari contoh terkecil dalam kehidupan sehari-

hari saja, manusia yang ingin melakukan aktivitas harus merencanakan 

apa saja yang ingin dilakukan dan apa saja yang harus dihindari hingga 

hal-hal yang harus diperbaik dan ditingkatkan. Perencanaan lah yang 

menciptakan suatu proses sebuah kegiatan dapat berjalan dengan 

runtut. Hal yang ingin berjalan dengan sukses tanpa adanya persiapan 

pasti mustahil terjadi, oleh sebab itu persiapan sangatlah diperlukan. 

Setiap Kegiatan memerlukan adanya persiapan yang matang. Persiapan 

dan perencanaan akan sangat berpengaruh pada hasil sebuah 

rangkaian kegiatan, tanpa adanya perencanaan sebuah kegiatan pasti 

tidak berlangsung sesuai dengan harapan dan tujuannya.  

Pengelolaan dan perencanaan yang baik akan menghasilkan 

segala konsep yang bagus pula. Terlebih lagi dalam hal pendanaan, 

sponsor akan menilai seberapa serius dan menariknya sebuah 

pelaksana event sebelum mengeluarkan dana untuk menyokong sebuah 

event. 

Pada implementasi aksi perubahan kali ini, akan dilihat apakah 

perencanaan yang telah disusun dalam Rencana Aksi Perubahan dapat 

dilaksanakan sepenuhnya ataukah belum, dengan hasil sebagai berikut: 

a. Tahapan Persiapan 

Pengelolaan dan perencanaan yang baik akan menghasilkan segala 
konsep yang bagus pula, berikut tahap persiapan pelaksanaan 

peningkatan kualitas data. 
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              Tabel 9.  Analis Resiko 

No Tahapan Output 

Terukur 

Evidence 

1 Pembentukan 
Tim Efektif 

Surat 
Keputusan 

Kepala 
Kantor 

tentang 
Pembentukan 
Tim Efektif 

 
2 Melaksanakan 

Rapat Tim 
Efektif 

Undangan, 

Notulen, 
Daftar hadir, 
dokumentasi 

 
3 Melaksanakan 

Koordinasi 

dengan 
Pemda dan 
BKSDA 

Dokumentasi 
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4 Melaksanakan 
Evaluasi dan 

Koordinasi 

dokumentasi 

 
5 Pembuatan 

Surat 

Keputusan 
Kepala Kantor 
Pertanahan 

mengenai Tim 
Pelaksana 

Peningkatan 
Kualitas Data 

Daftar hadir, 
dokumentasi 

 
 

b. Tahapan Pelaksanaan 

                               Tabel 10.  Tahapan Pelaksanaan  

No Tahapan Output 

Terukur 

Evidence 

1 Pembuatan 

Surat Tugas 
Pengukuran 

dan 

Peningkatan 
Kualitas Data 

Surat Tugas 
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2 Pelaksanaan 
Identifikasi 

lapang 

Dokumentasi 
Kegiatan, 

Gambar 
Ukur 

 
3 Pelaksanaan 

Identifikasi 
Lapang 

Bersama 
BKSDA 
Kendari 

Dokumentasi 

Kegiatan 

 
4 Pelaksanaan 

Peningkatan 
kualitas data, 

Identifikasi 
Pemilikan 
bersama 

BKSDA 
Kendari 

Dokumentasi 
Kegiatan 
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5 Monitoring 
evaluasi 

kegiatan 

Dokumentasi 
Kegiatan 

 
 

2) Waktu    kegiatan peningkatan kualitas data dapat diselesaikan lebih 

singkat dan serta memberikan kejelasan mengenai penguasaan tanah 

yang berada atau berbatasan langsung dengan Taman Suaka Marga 

Satwa Tanjung Peropa Kabupaten Konawe Selatan serta Jumlah sampel 

yang diperoleh melebih target yang ditetapkan; 

 

 

Gambar 9. Hasil Unduhan KKP Desa Labota One Kec.Laonti 
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Gambar 10. Kualitas Data Desa Labota One Kecamatan Laonti 

 

 

 

                Gambar 11. Peningkatan Kualitas Data Desa Labota One Kec.Laonti 
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B. Manfaat Aksi Perubahan 

Melalui pelaksanaan Aksi Perubahan Peningkatan Kualitas Data 

diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak, khususnya 

memberikan manfaat bagi unit kerja dan instansi tempat bekerja dan bagi 

masyarakat pada umumnya, yaitu : 

1. Manfaat Internal  

a. Membantu para pegawai di Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe 

Selatan utamanya pada Seksi Survei dan pengukuran  dalam 

meningkatkan kinerja organisasi dalam pelayanan peningkatan 

kualitas data; 

b. Meningkatkan kompetensi pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten 

Konawe Selatan utamanya pada Seksi Survei dan Pemetaan; 

c. Tersedianya sistem informasi pertanahan (peta desa lengkap) yang 

menunjang layanan publik (layanan elektronik yang lebih cepat dan 

akuntabel (pelayanan prima) akan sangat mempengaruhi persepsi 

publik terhadap akuntabilitas dan transparansi kinerja pemerintahan 

di sektor pelayanan pertanahan dan mendukung reformasi birokasi 

dan perbaikan kinerja kebijakan serta meningkatkan kualitas 

pelayanan. 

2. Manfaat Eksternal   

a. Meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan 

pelayanan pertanahan; 

b. Memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses 

pelayanan publik di bidang pertanahan, khususnya dalam 

memperoleh informasi terkait mengenai letak, luas, bentuk bidang 
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tanah; 

c. Meningkatkan informasi pelayanan publik kepada masyarakat yang 

akuntabel dan transparansi guna menuju pelayanan birokrasi yang 

maksimal. 

d. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Balai Konservasi 

Sumber Daya Alam Kendari dalam pencegahan dan penyelesaian 

konflik tenurial dengan masyarakat. 

C. Implementasi Pengembangan Kompetensi dalam Aksi Perubahan 

Dalam Rancangan Aksi Perubahan, telah disusun rencana 

pengembangan kompetensi dengan melibatkan pihak-pihak yang terdampak 

oleh Aksi Perubahan. Dalam implementasi aksi perubahan ini, pengembangan 

kompetensi telah dilaksanakan sebagai berikut: 

                             Tabel 11.  Implementasi Pengembangan Kompetensi 

Dampak 
Aksi 

Perubaha
n 

Kompetensi 
yang 

dibutuhkan 

Upaya 
Pengembanga

n 
(Klasikal/Non 

Klasikal) 

Evidence Pengembangan 
Kompetensi 

Tim 
Pelaksana 

Melaksanaka
n tugas dgn 
efektif dan 
efisien  

Sosialisasi dan 
Bimbingan 
Teknis 

 
Pemerinta
h Daerah, 
BPKH/ 
BKSDA 

Mengetahui 
dan 
memahami 
pelaksanaan 
kegiatan  

Diskusi, 
Bimbingan 
teknis 
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Masyaraka
t 

Memahami 
manfaat dan 
penting nya 
sertipikat 
tanah 

Diskusi, 
sharing 
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BAB IV  

            KETERKAITAN DENGAN MATA PELATIHAN PILIHAN 

 

Untuk menambah referensi serta pengetahuan mengenai Pelaksanaan 

implementasi aksi perubahan Peningkatan Kualitas Data, pada kesempatan ini 

kami mencoba menyajikan informasi hasil penelitian lembaga pendidikan dan 

jurnal sebagai sumber mata pelatihan pilihan. Jurnal yang dipilih adalah jurnal 

yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam mensukseskan program 

pemerintah baik di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan 

Nasional ataupun di lembaga pemerintah lainnya. Adapun jurnal yang dipilih 

yaitu sebagai berikut: 

A. Modul Teori Workshop Pemanfaatan Plugin Block Adjusment (Perekat) 

 
Modul ini dibuat oleh Tim Peneliti Departemen Teknik Geodesi 

Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada yang dipublish dalam kegiatan 

sosialisasi Plugin Block Adjusment (Perekat) tahun 2023 di jogjakarta. 

 

 

                                 Gambar 12. Modul Perekat 

Keterkaitan Modul tersebut dengan implementasi aksi perubahan 

Optimalisasi Peningkatan Kualitas Data  adalah sebagai berikut: 

1. Bahwa perlu dilakukan studi khusus mengenai peningkatan 

kualitas data pertanahan karena Peningkatan kualitas data 

pertanahan adalah salah satu tujuan dari kegiatan Pendaftaran 

Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Data-data pertanahan yang 

semula berada pada kelompok KW 4, 5, dan 6 ditingkatkan 

kualitasnya menuju KW 1; 

2. Bahwa peningkatan kualitas data adalah merupakan suatu 
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keharusan yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan, sehingga 

bimbingan dan pelatihan peningkatan kaulitas data perlu 

diselenggarakan oleh Kementerian Agraria Tata Ruang/BPN; 

3. Bahwa perlu diberikan bimbingan dan edukasi dalam bentuk 

bimbingan teknis kepada Aparatur Pemerintah Daerah dalam 

mendukung kegiatan peningkatan kualitas data pertanahan yang 

tentunya akan memberikan manfaat pada pemerintah daerah.  

 

B. Jurnal Tugas Agraria STRATEGI PERCEPATAN PENINGKATAN 

KUALITAS DATA PERTANAHAN  

Jurnal ini dibuat oleh Tim Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional 

Yogyakarta yang dipublikasikan dalam  Jurnal Tunas Agraria Vol. 3 No.3 

Tahun 2020. Keterkaitan Modul tersebut dengan implementasi aksi 

perubahan Optimalisasi Peningkatan Kualitas Data  adalah sebagai 

berikut: 

1. Bahwa perlu dilakukan studi khusus mengenai peningkatan 

kualitas data pertanahan karena Peningkatan kualitas data 

pertanahan adalah salah satu tujuan dari kegiatan Pendaftaran 

Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Data-data pertanahan yang 

semula berada pada kelompok KW 4, 5, dan 6 ditingkatkan 

kualitasnya menuju KW 1; 

2. Bahwa dalam peningkatan kualitas data dibutuhkan strategi 

khusus sehingga kesesuaian informasi antara data analog dan 

data digital mengenai letak, batas, luas, dan status hukum suatu 

bidang tanah serta Data bidang tanah yang berkualitas akan 

menghasilkan informasi pertanahan yang akurat dan valid; 

3. Peningkatan Kualitas Data harus dilakukan dengan cara 

sosialisasi dan koordinasi dengan pemerintah desa dan 

masyarakat. Cara tersebut ditempuh sebagai upaya untuk 

menciptakan partisipasi aktif dari masyarakat dan pemerintah 

desa. 
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     BAB V 

DISEMINASI DAN PUBLIKASI AKSI PERUBAHAN 

 

 

A. Penerapan Strategi Komunikasi 

Strategi komunikasi yang efektif akan menciptakan tempat kerja 

yang lebih produktif dimana karyawan dapat berkolaborasi secara efektif 

untuk mencapai tujuan bersama. Memilik strategi komunikasi yang efektif 

juga penting untuk membantu memastikan bahwa karyawan, stakeholder, 

dan pelanggan terus mendapat informasi sehingga mereka dapat membuat 

keputusan yang tepat waktu. Keberhasilan strategi komunikasi efektif 

akan memberikan kejelasan tentang topik yang kompleks, membantu 

memotivasi anggota tim untuk bekerja sama menuju tujuan bersama dan 

membina hubungan yang harmonis dengan sesama anggota tim. 

Pada dasarnya strategi komunikasi adalah perencanaan dan 

pengaturan yang disusun agar komunikasi berjalan efektif sehingga dapat 

mencapai tujuan yang diinginkan. Tujuan umum dari komunikasi 

biasanya adalah membuat komunikan memiliki makna yang sama 

terhadap pesan yang disampaikan atau membuat komunikan memiliki 

pemikiran atau sikap seperti yang diinginkan oleh komunikator. Dengan 

kata lain, tujuan komunikasi biasanya untuk memengaruhi orang lain. 

Cara terbaik untuk mendorong komunikasi adalah menciptakan 

lingkungan dimana karyawan merasa nyaman berkomunikasi satu sama 

lain. Hal ini dapat dilakukan dengan menetapkan aturan dasar komunikasi 

seperti menghormati, dan dengan memberikan pelatihan komunikasi yang 

efektif. Strategi komunikasi dalam Aksi Perubahan ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Melaksanakan koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten 

Konawe Selatan, serta Badan Konservasi Sumber Daya Alam 

(BKSDA) Kendari dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap; 

 

                                     Gambar 13. Koordinasi dengan BKSDA 

2. Melaksanakan koordinasi dengan stake holder internal Kantor 
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Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan sebagai upaya peningkatan 

kualitas data;  

 

 

           Gambar 14. Koordinasi Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan 

B. Keberhasilan Mendapatkan dukungan Adopsi/ replikasi Aksi Perubahan 

Kegiatan peningkatan kualitas data menghasilkan informasi 

kepemilikan tanah yang memuat mengenai letak, batas, luas bidang tanah 

secara lengkap pada Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe Selatan.  

Hal tersebut merupakan tugas yang wajib dilaksanakan  melalui kerjasama 

dan komunikasi oleh setiap unit pada kantor pertanahan. Kegiatan 

peningkatan kualitas data yang melibatkan peranan Pemerintah Daerah 

Kabupaten Konawe Selatan serta Unit Organisasi lain nyaa seperti BKSDA.  

Pelaksaanaan  kegiatan peningkatan kualitas data Kantor Pertanahan 

Kabupaten Konawe Selatan, telah mendapatkan dukungan dari berbagai 

pihak. Dukungan dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Konawe 

Selatan yang juga merupakan mentor dalam Aksi Perubahan ini dapat 

terlihat dari penerbitan Keputusan Pembentukan Tim Efektif, Keputusan 

Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Peningkatan Kualitas Data  dan 

penerbitan Surat Tugas. Peran serta masyarakat serta dukungan yang 

berasal Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan serta dukungan dari 

stakeholder lainnya sangat membantu sehingga upaya untuk menyajikan 

Peta Desa Lengkap melalui Kegiatan Peningkata Kualitas Data dapat 

tercapai lebih cepat dari waktu yang telah ditentukan. 

 

Gambar 15. Koordinasi dan Dukungan dari Wabup Kabupaten Konawe Selatan 
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                                           BAB VI 

                   KEBERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN 

 

Keberlanjutan aksi perubahan Optimalisasi Peningkatan Kualitas 

Data di Kabupaten Konawe Selatan dapat dibagi dalam jangka menengah 

dan jangka panjang sebagai berikut: 

A.  Jangka Menengah 

1. Terbentuknya tim optimalisasi peningkatan kualitas data yang 

terstruktur, efektif dan efisien dalam lingkup Kantor Pertanahan. 

2. Tersedianya Peta Desa Lengkap, yang meliputi Kompilasi Data hasil 

pengukuran dan pemetaan dalam satuan wilayah desa/kelurahan 

secara lengkap serta pemutakhiran data serta Perbaikan kualitas 

bidang tanah terdaftar terpetakan (KW1-KW3) dan pembaruan bidang 

tanah terdaftar belum terpetakan (KW4-KW6). 

3. Tersedianya Peta Desa Lengkap, yang diharapkan mampu 

menyediakan data Peta Bidang Tanah Desa Lengkap termasuk 

pembaruan bidang tanah terdaftar belum terpetakannya secara 

lengkap dan utuh desa demi desa atau kelurahan demi kelurahan 

dalam ruang lingkup kecamatan; 

B. Jangka Panjang 

1. Tersedianya Peta Desa Lengkap, yang diharapkan mampu 

menyediakan data Peta Bidang Tanah Desa Lengkap termasuk 

pembaruan bidang tanah terdaftar belum terpetakannya secara 

lengkap dan utuh desa demi desa atau kelurahan demi kelurahan 

dalam ruang lingkup kecamatan; 

2. Tersedianya Peta Kabupaten Lengkap sehingga dapat meminimalisir 

terjadinya permasalahan agraria (sengketa, konflik dan perkara 

pertanahan), meningkatkan nilai aset serta jaminan kepastian 

hukum; 

3. Tersedianya Layanan Informasi bidang tanah lengkap yang dapat 

digunakan dan dimanfaatkan semua pihak, pemerintah maupun 

swasta. 
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                                                         BAB VII  

            PELAKSANAAN PENGEMBANGAN POTENSI DIRI 

 

Dari hasil penilaian bersama yang dilaksanakan bersama mentor, 

yang menjadi fokus untuk dilaksanakan pengembangan potensi diri 

berdasarkan kesepakatan dengan mentor adalah pada komponen 

Integritas sub komponen Pengambilan Keputusan. Merujuk Katalog 

Pengembangan Sikap dan Perilaku Kepemimpinan pada sub aspek 6 

Pengambilan Keputusan Dilematis, pengembangan potensi diri yang dapat 

dilakukan adalah sebagai berikut:  

1. Pengembangan Mandiri  

a.  Pembelajaran melalui observasi terhadap role model dalam hal 

pengelolaan resiko dalam kepemimpinan serta dinamika 

pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin;  

b.  Pemahaman mengenai aspek manajemen resiko berbasis data dan 

fakta sebagai landasan pengambilan keputusan serta langkah-

langkah mitigasi;  

c.  Penguatan kemampuan interpersonal, melalui pendalaman teknik 

persuasi, teknik penanganan konflik, mediasi serta kemampuan 

mengambil langkah politis dalam koridor birokrasi yang sah. 

 2. Pengembangan melalui Penugasan  

a. Pemberdayaan kompetensi pengambilan keputusan melalui 

penugasan sebagai pemimpin tim kerja untuk mengasah 

kesigapan mengambil resiko berdasarkan pertimbangan multi 

perspektif;  

b. Pelibatan dalam bentuk secondment atau shadowing untuk 

memahami lebih dalam praktik pengambilan keputusan pada 

posisi strategis serta tuntutan mengakomodir kepentingan 

beragam di organisasi;  

c. Penugasan pada ranah/karakter tugas yang menuntut untuk 

menggali data serta fakta secara sistematis sebagai dasar 

melakukan mitigasi resiko pada situasi yang dilematis. 

 

Berdasarkan Katalog Pengembangan Sikap dan Perilaku 

Kepemimpinan diatas, adapun strategi pengembangan potensi diri yang 

dapat dilakukan dalam aksi perubahan seperti pemimpin yang harus 

mengambil keputusan penting disaat yang sulit dan waktu yang mendesak, 

serta bagaimana mengelola dan mengenali Resiliensi dalam pengambilan 

keputusan dimana suatu proses dinamis untuk mengatasi stres dan 

kesulitan secara adaptif sambil mempertahankan fungsi psikologis dan 

fisik yang normal. 
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                                                                                   BAB VIII  

                                          KESIMPULAN DAN SARAN  

 

Mengembangkan diri menunjukan pemimpin yang visioner dan 

memiliki daya pikir tanpa batas, mencoba mengaktualisasi hal hal baru 

sesuai tuntutan saat ini. Pengoptimalan karakteristik jiwa kepemimpinan 

dan pengembangan potensi diri melatar belakangi aksi perubahan ini. 

Potensi adalah serangkaian kekayaan yang sudah seharusnya 

dikembangkan oleh semua pihak karena potensi mampu memberikan 

stimulasi kemajuan dari berbagai sisi, baik dari sisi ekonomi, sosial, 

budaya dan lain sebagainya. Seorang pemimpin memiliki kewajiban untuk 

mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan, bersifat inetarktif yang 

bertujuan untuk dapat pangaruh dan mempengaruhi. Sebagai kesimpulan 

dan saran dalam Laporan Aksi Perubahan ini, dapat kami sampaikan hal-

hal sebagai berikut: 

A. Kesimpulan 

1. Bahwa peningkatan kualitas data yang dilakukan melalui kegiatan 

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap merupakan tanggung jawab 

dan kewajiban segala unit dalam Kantor Pertanahan Kabupaten 

Konawe Selatan. Dibutuhkan dukungan dan kolaborasi antar unit 

guna mensukseskan peningkatan kualitas data sesuai visi dan misi 

Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional 

dengan mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Agraria Dan 

Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional tahun 2020-2024 yaitu 

dengan Visi Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan 

Pertanahan Nasional; 

2. Koordinasi dan kolaborasi antar stake holder masih diperlukan 

dalam mewujudkan tata kelola peningkatan kualitas data. 

B. Saran 

Kegiatan peningkatan kualitas data yang dilakukan secara 

berkesianmbungan harus bisa meningkatkan pelayanan pertanahan 

secara maksimal. 

 

 

 


